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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

NegaraIndonesiamerupakannegaradengansistem pemerintahnyadipilih

olehrakyat.Makapemerintahdanbadanlegislatifsebagaipengembanamanah

rakyatmelaluipemilihanumum bertanggungjawabpenuhataskemakmuran

dankesejahteraanrakyat.Untukmewujudkankemakmurandankesejahteraan,

pemerintahmenetapkanberbagaimacam aturanpelaksanadariUUyangdibuat

legislatifdenganberbagaiprogamnya.Jikasuatupemerintahan,tidakmampu

memenuhikebutuhan dasarrakyatnya,makaakan menaburkan benih-benih

kehancuranmelaluikegelisahansosialdanketidakstabilanpolitik.1

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang

penyediaanpelayannyawajibdiselenggarakanolehpemerintahyangterdapat

dalam Undang-UndangDasartahun1945.Sebagaimanayangtercantum dalam

pasal28H,ayat(1)yang menyatakan bahwa,”setiap orang berhak hidup

sejahteralahirdanbatin,bertempattinggaldanmendapatlingkunganhidupbaik

dansehatsertaberhakmemperolehpelayanankesehatan”danPasal34ayat(3)

“Negarabertanggungjawabataspenyediaanfasilitaspelayanankesehatandan

fasilitaspelayananumum yanglayak”.Pemerintahjugabertanggungjawabatas

pemeliharaan kesehatan masyarakat serta memenuhipenyediaan sarana

pelayanankesehatan.

DiIndonesiaaturantersebuttercantum dalam Undang-UndangDasarNegara

1UmerCapra,Al-Qur’anMenujuSistem MoneteryangAdil,(Yogyakarta:PTDanaBakti,1997),
h.57.
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Republik Indonesia tahun 1945,pengaturan tentang kesehatan tersebut

tercantum dalam Pasal28H,ayat(3)yangmenyatakanbahwa“setiaporang

berhakatasjaminansosialyangmemungkinkanpengembangandirinyasecara

utuhsebagaimanamanusiayangbermartabat.”2SelanjutnyaPasal34ayat(2)

menyatakansebagaiberikut“negaramengembangkansistem jaminansosial

bagiseluruhrakyatdanmemberdayakanmasyarakatyanglemahdantidak

mampusesuaidenganmartabatkemanusian.”3

PeraturantentangkesehatanterusberkembanghinggadibentuknyaUndang-

UndangNo.36Tahun2009tentangKesehatan.Dalam Pasal3UUNo.36Tahun

2009 tentang Kesehatan tertulisbahwa pembangunan kesehatan bertujuan

untukmeningkatkankesadaran,kemauandankemampuanhidupsehatbagi

setiaporangagarterwujudderajatkesehatanmasyarakatsetinggi-tingginya,

sebagaiinvestasibagipembangunan sumberdayamanusiayang produktif

secara sosialdan ekonomis.Didalam mengoptimalkan derajatkesehatan

masyarakat tersebut,pembangunan kesehatan diimplementasikan dalam

bentukpelayanankesehatanJaminanSosialbagimasyarakat.4

Dalam menjalankanUndang-UndangDasartersebutmakapadatahun2004

PemerintahmembuatUndang-undangtentangJaminanSosialyaituUndang-

Undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional.5

Jaminan sosialiniadalah salah satu bentuk perlindungan sosialyang

diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin

2Pasal28Hayat(3)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945
3Pasal34ayat(2)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945

4TitonSlametKurnia,HakAtasKesehatanOptimalSebagaiHAM diIndonesia,(Bandung:PT.
Alumni,2007),h.49.

5Muh.Kadarisman,“AnalisisTentangPelaksanaanSistem JaminanSosialKesehatanPasca
PutusanMahkamahKonstitusiNo.07/PUU-III/2005”,JurnalHukum IUSQUIAIUSTUM,No.3,2015,h.
467.
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warganegaranyauntukmemenuhikebutuhanhidupdasaryanglayak.6

Dalam undang-undang inipemerintah berharap kesehatan masyarakat

menjaditerjamindanmasyarakatjugasemakinpeduliterhadap pentingnya

menjagakesehatan.Selaindaripadaitupemerintahjugadapatmemberikan

kemudahan kepada masyarakat miskin yang selama ini sulit dalam

mendapatkanlayanankesehatanyangmemadai.Sistem inimemberijaminan

perlindungandankesejahteraansosialbagiseluruhrakyat.Setiapwarganegara

dijamin haknya untuk hidup layak apabila terjadi situasi yang tidak

menguntungkan serta dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya

pendapatan,baikkarenasakit,kecelakaan,kehilanganpekerjaan,usialanjutdan

pensiun.Undang-Undangtersebutmengaturjaminansosialdenganpendekatan

skemaasuransiyangmewajibkanbagipekerjaformaluntukmengikutijaminan

sosialpadaaspekjaminankesehatan,jaminankecelakaankerja,pemutusan

hubungankerja,jaminanharituadanpensiunsertajaminankematian.7

Undang-undang Nomor40 Tahun2004 tertulisbahwadalam penerapan

Sistem Jaminan SosialNasional(SJSN)berbasisasuransi.Undang-undang

Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara

jaminan sosial.BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya

pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasarhidupyanglayakbagi

setiapPesertadan/atauanggotakeluarganya

Selainitu,dalam progam BadanPenyelenggaraanJaminanSosial(BPJS),

setiappesertayangdinilaimampu,sepertiburuh,wajibmembayariuranyang

6http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/publikasi/buku_reformasi_sjsn_ind. Diakses 10
November2021

7Muh.Kadarisman,“AnalisisTentangPelaksanaanSistem JaminanSosialKesehatanPasca
PutusanMahkamahKonstitusiNo.07/PUU-III/2005”,JurnalHukum IUSQUIAIUSTUM,No.3,2015,h.
468-469.
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besarnyaditetapkanpemerintah.Padahal,dalam sistem asuransiyangdikelola

Jamsostek (Jaminan SosialTenaga Kerja)saatini,pekerja tidak harus

membayariurankarenasudahditanggungolehperusahaanataupemberikerja.

Olehkarenaitu,penggunaanmekanismeasuransisosialatautabungansosial

bersifatwajibataucompulsoryinsurance,adalahdibiayaidarikontribusiatau

iuranyangdibayarkanolehpeserta.Dengankewajibanmenjadipeserta,sistem

ini dapat terselenggaranya secara luas bagi seluruh rakyat, terjamin

kesinambungannyadanprofesionalismepenyelenggaranya.8

Ciri-cirimasyarakatyangsehatadalahyangmampuadanyauntukhidup

sehat,mampu mengatasimasalah kesehatan melaluiupaya peningkatan,

pencegahan,penyembuhanpenyakitdanpemulihankesehatan.Peningkatan

upaya kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi dasar yang

dikembangkandandimanfaatkanolehmasyarakatuntukmeningkatkanmutu

lingkungan hidup,peningkatan status gizimasyarakat berkaitan dengan

peningkatanstatussosialekonomimasyarakatdanpenurunanangkakesakitan

dankematiandariberbagaisebabdanpenyakit.9

Namunhinggakinijaminanpelayanankesehatanolehpemerintahbelum

terlaksana sesuaiharapan.Progam AsuransiKesehatan yang dijalankan

pemerintahmasihmenuaibanyakkendala.Masihbanyakmasyarakatyang

belum memilikikesadaranbetapapentingnyajaminankesehatan.Pemerintah

berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan

memberikanterobosan-terobosanbaru.Namunmasyarakatmasihmenganggap

8Ibid,h..470.

9 AM, “Mewujudkan MDGs Pendidikan untuk Kemajuan Pendidikan Masa Datang.:
PembangunanKesehatanDiIndonesia,IndonesiaSehat,DanMillenium DevelopmentGoal’s”2010
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asuransikesehatanbelum dianggappentingjikamerekabelum sakit.Dalam

observasipertama penulis bahwa masyrakatdisekitarlingkungan 8 sudah

sebagiandidataolehpihakKepalaLingkungandanKelurhanakantetapisetelah

pengumumanbahwamerekayangsudahdidataolehpihakyangterkaitnama

merekatidakadadidaftarpesertapenerimaBPJSPBI

Salahsatubuktinyaialahtemuanpenulisdilapanganyangmenyatakan

adanyaketidaksesuaindalam pengimplementasianBPJSPBIbagimasyarakat.

“Kemarin itu kita didata sama pihak Kepling dan Kelurahan,namun
nyatanyaketikapengumumanyangdapatkebanyakanmereka-merekayang
ekonominyabisadibilangberkecukupan,sedangkankitayangsusahiniyang
dapatCumabeberapaorangsaja.Padahalkitabuatmakanpunpayahapalagi
memenuhikebutuhanhidupyanglain”10.

Hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan yang di lakukan oleh

penyelenggaraJaminanKesehatanNasional.

Padahalberdasarkan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

KesehatanNo1Tahun2014PesertaBadanPenyelenggaraanJaminanSosial

(BPJS)KesehatanterbagiduayaitupesertaPenerimaBantuanIuran(PBI)dan

BukanPenerimaBantuanIuran(BukanPBI).PesertaBPJSyangtergolongPBI

adalahmasyarakatyangtergolongfakir.PelaksanaanBadanPenyelenggara

JaminanSosialKesehatandiKabanjahepadaawalnyakurangmendapatrespon

darimasyarakat,halinikarenamasihterdapatketidakpahamanmasyarakat,

bahwaketikaBPJSKesehatanberoperasiatausudahdiberlakukan,makatidak

ada lagi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan tidak

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

anggaran kesehatan bagimasyarakatmiskin.Darisegipelayanan Badan

PenyelenggaraJaminan SosialkesehatandiKecamatanKabanjahekhususnya

padamasyarakatmiskinPenerimaBantuanIuran(PBI)yangpengobatannya

ditanggungolehAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN),pelayanan

BadanPenyelenggaraJaminanSosialKesehatanjugabelum memuaskan.

10WawancaradenganpakGintingwargakelurahanpadangMasKecamatanKabanjahe
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PesertaBPJSPenerimabantuaniuran(PBI)yangdiperuntukanuntukfakir

miskindanwargatidakmampu.Peraturanpemerintahnomor76tahun2015

tentangpenerimabantuaniuran.DieraBPJSsaatiniPesertayangsebelumnya

terdaftarsebagaipemegangKIS,danpesertayangsudahterdaftarsebagai

peserta JAMKESMAS dan JAMKESDA semuanya akan dialihkan menjadi

pesertaBPJS PBIdengankartuidentitasyaituKIS (KartuIndonesiaSehat),

kepesertaaninikhususuntukfakirmiskindanwargakurangmampudaniuran

bulanannyaakandibayarolehpemerintah.11

Namun pada kenyataannya masyarakatyang sesungguhnya mempunyai

kriteriaataumencapaikritriauntukmendapatkanbantuanitutapitidakterdaftar

dantidakmemilikiKIS(KartuIndonesiaSehat)tersebut.

1.KriteriaPenerimaBantuan

FakirMiskinadalahorangyangsamasekalitidakmempunyaisumbermata

pencaharian dan/atau mempunyaisumbermata pencaharian tetapitidak

mempunyaikemampuanmemenuhikebutuhandasaryanglayakbagikehidupan

dirinya dan/atau keluarganya. Fakir adalah seseorang yang tidak dapat

mencukupi½ darikebutuhan pokokdirinya dan orang-orang yang menjadi

tanggungannya (istridan anak),sepertikebutuhan pangan,sandang dan

papan.12 Orang TidakMampuadalahorang yang mempunyaisumbermata

pencaharian,gajiatauupah,yanghanyamampumemenuhikebutuhandasar

yanglayaknamuntidakmampumembayarIuranbagidirinyadankeluarganya.

11
M Zuhad,ImplementasiKebijakanJaminanKesehatanMasyarakat(Jamkesmas)(StudiDi

PuskesmasKerongkongKecamatanSuralagaKabupatenLombokTimur)(thesis,Diajukankepada
Program PascasarjanaUIN SunanKalijagauntukMemenuhiSalahSatuSyaratgunaMemperoleh
GelarMagisterIlmuSainsYogyakarta,2014).h.67

12 Pasal1angka5PP No.101Tahun2012tentangPenerimaBantuanIuranJaminan
Kesehatan
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Ciri-CiriyangMelekatpadaorangtidakmampuyaitu:(1)Pendapatanmasih

rendah atau tidak berpendapatan (2)Tidak Memilikipekerjaan tetap,(3)

Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan,(4)Tidak memilikitempat

tinggal,(5)tidakterpenuhinyastandargiziminimal.Karakteristikpenduduk

miskinsecaralebihspesifik,dapatdicirikandengantingkatSDM yangrendah,

umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marjinal, dukungan

infrastrukturterbatas,dantingkatadopsiteknologirendah.13

Kategorifakirmiskindanorangtidakmampumeliputifakirmiskindanorang

tidakmampuyangteregisterdanyangbelum teregister:

a. FakirMiskinDanOrangTidakMampuYangTeregister

Kriteriafakirmiskindanorangtidakmampuyangteregisterberdasarkan

BasisDataTerpaduhasilPendataanProgram PerlindunganSosial.Fakir

miskindanorangtidakmampuyangteregisterberasaldariRumahTangga

memilikikriteria:14

1) Tidakmempunyaisumbermatapencahariandan/ataumempunyai

sumbermata pencaharian tetapitidakmempunyaikemampuan

memenuhikebutuhandasar

2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk

memenuhikonsumsimakananpokokdengansangatsederhana

3) Tidakmampuataumengalamikesulitanuntukberobatketenaga

medis,kecualipuskesmasatauyangdisubsidipemerintah

13Ibid,Pasal1angka6

14 Diktum ketigaKepmensosNo.146/HUK/2013tentangPenetapanKriteriadanPendataan
FakirMiskindanOrangTidakMampu
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4) Mempunyaikemampuan hanyamenyekolahkan anaknyasampai

jenjangpendidikansekolahlanjutantingkatpertama

5) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok

dengankondisitidakbaik/kualitasrendah,termasuktembokyang

sudahusang/berlumutatautemboktidakdiplester

6) Kondisilantaiterbuatdaritanahataukayu/semen/keramikdengan

kondisitidakbaik/kualitasrendah

7) Atap terbuatdariijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan

kondisitidakbaik/kualitasrendah

8) Mempunyaisumberairminum berasaldarisumurataumataairtak

terlindung/airsungai/airhujan/lainnya.

b. FakirMiskinDanOrangTidakMampuYangBelum Teregister.

Fakirmiskindanorangtidakmampuyangbelum teregisterterdapatdi

dalam LembagaKesejahteraanSosialmaupundiluarLembagaKesejahteraan

Sosial.Fakirmiskindanorangtidakmampuyangbelum teregisterterdapatdi

LembagaKesejahteraanSosialtersebutdimaknaisebagai:15

1) Pantisosial

2) Rumahsinggah

3) Rumahperlindungansosialanak

4) Lembagaperlindungansosialanak

5) Panti/balairehabilitasisosial

15 Diktum kelima Kepmensos No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan
PendataanFakirMiskindanOrangTidakMampu
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6) Tamananaksejahtera/tempatpenitipananakmiskin

SedangkanFakirmiskindanorangtidakmampuyangbelum teregister

diluarlembagakesejahteraansosialterdiriatas:16

1) Gelandangan

2) Pengemis

3) Perseorangandarikomunitasadatterpencil

4) Perempuanrawansosialekonomi

5) Korbantindakkekerasan

6) Pekerjamigranbermasalahsosial

7) Masyarakatmiskinakibatbencanaalam dansosialpascatanggap

daruratsampaidengan1(satu)tahunsetelahkejadianbencana

8) PerseoranganpenerimamanfaatLembagaKesejahteraanSosial;

9) PenghuniRumahTahanan/LembagaPemasyarakatan;

10)PenderitaThalassaemiaMayor;dan

11)PenderitaKejadianIkutanPaskaImunisasi(KIPI).

2. PengelolaBantuanIuranKesehatan

Pengelolaan atas data penerima bantuan iuran kesehatan

dilaksanakan oleh kementerian kesehatan. Menteri Kesehatan

mendaftarkanjumlahnasionalPBIJaminanKesehatansebagaipeserta

program JaminanKesehatankepadaBPJSKesehatan.17 BPJSkesehatan

wajib memberikan nomoridentitas tunggalkepada peserta Jaminan

16Diktum keenam KepmensosNo.146/HUK/2013tentangPenetapanKriteriadanPendataan
FakirMiskindanOrangTidakMampu
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KesehatanyangtelahdidaftarkanolehMenteriKesehatan.

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBIJaminan

Kesehatan bersumberdariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN).UsulanatasanggaranjaminankesehatanatasPBIdilaksanakan

olehDewanJaminanSosialNasional(DJSN)kepadaMenteriKesehatan.

MenteriKesehatankemudianmenyampaikanusulananggaranJaminan

Kesehatan bagiPBIJaminan Kesehatan kepada MenteriKeuangan

berdasarkanusulanDJSNtersebut.

Permasalahan timbulterkaitkepesertaan darifakirmiskin dan

orangtidakmampuyangbelum teregister,karenadata-datawarganegara

tersebuttidaktercatatdalam BPJSKesehatan.Untukitu,gunakeperluan

pembuktiankeabsahankepesertaan:

1)untuk gelandangan, pengemis, perseorangan penerima manfaat

Lembaga Kesejahteraan Sosial,perseorangan dariKomunitas Adat

Terpencil,perempuanrawansosialekonomi,korbantindakkekerasan,

danpekerjamigranbermasalahsosialdengansuratrekomendasidari

KementerianSosial,dinas/intansisosialprovinsi,dinas/intansisosial

kabupaten/kota, camat, kepala desa/lurah, dan/atau Lembaga

KesejahteraanSosial

2)penghuniRumahTahanandanLembagaPemasyarakatan,dengansurat

rekomendasidariKepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah

Tahanansetempat

3)penderita Thalassaemia Mayor, berdasarkan kartu penderita

ThalassaemiayangditerbitkanolehYayasanThalassaemiaIndonesia
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dan bagipenderita baru dengan menunjukan suratketerangan dari

KetuaYayasanThalassaemiaIndonesiacabang,direkturrumahsakit,

dan/atau kepala Puskesmas dengan keterangan bahwa yang

bersangkutanmenderitaThalassaemiaMayor

4)PenderitaKejadianIkutanPaskaImunisasi(KIPI)dapatmemperoleh

pelayanankesehatandenganmenunjukankartuidentitassepertiKTP,

kartukeluargadanlain-lain

5)Bagikeluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH),cukup

dengan kartu PKH,sedangkan bagianggota keluarga disamping

membawa kartu PKH dilengkapi dengan kartu keluarga atau

keterangandaripendamping

6)Bagipenerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM),

cukupdenganKartuPerlindunganSosial

7)Bagiperseorangan penerima program beras miskin menggunakan

KartuPerlindunganSosial;dan

8)Masyarakatmiskin akibatkorban bencana alam dan sosialpaska

tanggapdaruratberdasarkandaftar/keputusanyangditetapkanoleh

bupati/walikota.

Berdasarakan pemaparan masalah diatas penulis sangattertarik untuk

menelititentangImplementasiBadanPenyelenggaraJaminanSosialPenerima

BantuanIuranBagiMasyarakatFakirMiskinDanKurangMampuDiKelurahan

PadangMasKabupatenTanahKaroDitinjauDariFiqhSiyasah.

B.RumusanMasalah
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Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas,maka rumusan

masalahyangakandikajipenulisadalahsebagaiberikut:

1.BagaimanaimplementasiBadanPenyelenggaraanJaminanSosialPenerima

BantuanIuran(BPJSPBI)bagimasyarakatfakirmiskindankurangmampudi

Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo

SumateraUtara.

2.Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Badan

PenyelenggaraanJaminanSosialPenerimaBantuanIuran(BPJSPBI)bagi

masyarakatfakirmiskindankurangmampu.

3.BagaimanatinjauanfiqihsiyasahatasimplementasiBadanPenyelenggaraan

JaminanSosialPenerimaBantuanIuran(BPJSPBI)bagimasyarakatfakir

miskindankurangmampudiKelurahanPadangMasKecamatanKabanjahe

KabupatenTanahKaroSumateraUtara

C.TujuandanKegunaanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalahyangtelahdiuraikandiatas,makatujuan

penelitianyangdapatdirumuskanadalahsebagaiberikut:

1.Untukmengetahuidanmemahamiimplementasi BadanPenyelenggaraan

JaminanSosialPenerimaBantuanIuran(BPJSPBI)bagimasyarakatfakir

miskindankurangmampudiKelurahanPadangMasKecamatanKabanjahe

KabupatenTanahKaroSumateraUtara.

2.Untuk mengetahuiapa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat

implementasiBadan Penyelenggaraan Jaminan SosialPenerima Bantuan

Iuran(BPJSPBI)bagimasyarakatfakirmiskindankurangmampu.

3.Untukmengetahuidanmemahamitinjauanfiqihsiyasahatasimplementasi

BadanPenyelenggaraanJaminanSosialPenerimaBantuanIuran(BPJSPBI)
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bagimasyarakatfakirmiskindankurangmampudiKelurahanPadangMas

KecamatanKabanjaheKabupatenTanahKaroSumateraUtara

Adapunkegunaanpenelitianinidapatdibedakanmenjadidua,yaitu:

1. Manfaatteoritis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmenambahpengetahuanmengenai

BPJSPBIdalam Sistem JaminanSosialNasionaldanditinjaudariFiqh

Siyasah

2.Manfaatpraktis

Adapunmanfaatpraktisdalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:

a. Bagiakademis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmenambahreferensiilmuhukum

khususnya dibidang ketatanegaraan tentang Jaminan Kesehatan

dalam pandanganhukum Islam.Dansebagaibahanpertimbanganlebih

lanjutmengenaifiqhsiyasahterutamadalam halJaminanKesehatan

Nasionaldalam pandanganhukum Islam.

b. BagiMasyarakatUmum

Hasilpenelitian inidiharapkan dapatmenambah informasikepada

masyarakatkhususnya tentang Jaminan Kesehatan Nasionaldan

menumbuhkankesadaranmasyarakatterhadappentingnyaJaminan

Kesehatan

c. BagiPemerintah

Dapatmemberikanmasukankepadapemerintahdanpejabatdalam hal

iniadalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosialagarmemberikan
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pengarahankepadamasyarakatbetapapentingnyajaminankesehatan

nasional.

D. KajianTerdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan,belum ada yang membahas

tentang“ImplementasiJaminanKesehatanMasyarakatMiskinDiTinjauDariFiqih

Siyasah Dan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional(StudiKasusKecamatanKabanjaheKabupatenKaroSumateraUtara)”.Hanya

sajapenulis menemukanbeberapaskripsiyangberkaitandenganpembahasanini

diantaranyaadalah:

1.Haeruddindalam penelitianyangberjudul“JaminanPemeliharaanKesehatan

Bagi Masyarakat Miskin Kota Yogyakarta”. Temuan penelitian ini

menunjukkanbahwapemerintahkotayogyakartamempunyaikepeduliandan

perhatian yang sangattinggiterhadap program jaminan kesehatan bagi

masyarakatwargakota.

2.Marita ahdiyana,wasiti,dalam penelitian yang berjudul“Implementasi

Program JaminanKesehatanMasyarakat(Jamkesmas)DiKabupatenBantul”,

hasilpenelitian menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan program

jamkesmas sudah sesuaidengan mekanisme dan proseduryang telah

ditetapkan,walaupun dalam implementasinya dilapangan masih ditemui

berbagaimacam permasalahan.Dalam penelitian tersebutpermasalahan

yang masih dijumpaidalam pelaksanaan program jamkesmas terutama

adalahdarisisiketepatanpenetapankelompoksasarankarenadatayang

tidakdiupdateolehpusat.Selainitujugakurangoptimalnyapemanfaatan

program karenapengetahuanmasyarakatyang kurang dalam memahami

kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dariPPK,serta



15

pengelolaandanaterpusatyangmenyebabkanketerlambatanpembayaran

klainPPKsehinggaharushutangterlebihdahulu.

3.NovayantiSopiaRukmanaTahun2013,MahasiswiFakultasIlmuSosialdanIlmu

Politikyangberjudul“ImplementasiProgram JaminankesehatanGratis.”Dalam

skripsiinidijelaskanmengenaikonseppelayanangratisdipuskesmassumbang

kecamatancurioenrekang.

4.Eka Widyasih,M.FatkhulMubin,dan EniHidyati,dalam penelitian yang

berjudul“PersepsiMasyarakatTerhadapPelayananBPJSDiRsiKendal”,hasil

penelitian menunjukkan bahwa persepsimasyarakatterhadap pelayanan

BPJSadalahbaik,halinidikarenakanprosedurpelayananadministrasipasien

BPJS diRumah SakitIslam Kendalmudah dan tidak berbelit-belit,jika

terdapatkekuranganpersyaratanBPJSpetugasadministrasimemberitahu

kekurangannya,petugasadministrasitidakmembeda-bedakanstatuspasien

sertamemberikaninformasiyangjelasdanmudahdimengerti.Pelayanan

pasienBPJSdiRumahSakitIslam Kendalbaikkarenapetugasmemberikan

informasisecara jelas,pelayanan BPJS dilayanisesuaidengan kelasnya,

petugasmemberikan pelayanan sesuaikebutuhan pasien,setiap petugas

memberikantindakanselaludenganpersetujuanpasiendankeluarga.

E. KerangkaTeori

Kerangka teorimerupakan pemahaman mendasaryang mendukung

pemahamanselanjutnya.Kerangkapemikiranmerupakanmodelkonseptual

tentangbagaimanasuatuteoriberhubungandenganberbagaifaktoryangtelah

diidentifikasisebagaimasalahpenting.Kerangkapemikiranyangpenelitibuat

dalam kajian inimenjelaskan suatu permasalahan mengenaiImplementasi

jaminankesehatanmasyarakatmiskinyangberadadiKecamatanKabanjahe.
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1. Implementasi

a.PengertianImplementasi

Implementasidalam KamusBesarBahasadapatdiartikandengan

pelaksanaan atau penerapan pada segala halyang telah disepakati

terlebihdahulu,sertamengimplementasikandapatdimaksudkandengan

melaksanakan;menerapkan.17Dalam Webster’sDictionarysendirikata

“implementation”,berasaldarikatakerja“toimplement”,yangartinya

melengkapi,sedangkan “plere” maksudnya “to fill”,yaitu mengisi,

“membawa ke suatu hasil(akibat);melengkapidan menyelesaikan”,

“menyediakansarana(alat)untukmelaksanakansesuatu”,menyediakan

ataumelengkapidenganalat”.18

Berdasarkan kedua pengertian diatas, Implementasi dapat

disimpulkansebagaimenyelesaikan,mengisi,menghasilkan,melengkapi.

Jadisecaraetimologisimplementasiitudapatdimaksudkansebagai

suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan

denganpenggunaansarana(alat)untukmemperolehhasil.

DanielA.MazmaniandanPaulA.Sabatier,dalam SolichinAbdul

Wahab,menjelaskan implementasiinidengan kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatanyangtimbulsesudahdisahkannyapedoman-pedoman

kebijakan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk

mengadministrasikannyamaupununtukmenimbulkanakibatnyatapada

masyarakatatau kejadian-kejadian.Pengertian implementasiapabila

17KamusBesarBahasaIndonesia.EdisiIV,(PusatBahasa:DepartemenPendidikanNasional,
2008),h.48.

18Webster’sDictionary/G.& C.Merriam CompanyCollection,(AmherstCollege.2017).
h.57.
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dikaitkandengankebijakanbahwakebijakantidakhanyadirumuskanlalu

dibuatdalam suatubentukpositifsepertiundang-undangdankemudian

didiamkandantidakdilaksanakanataudiimplementasikan,tetapisebuah

kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai

dampakatautujuanyangdiinginkan.Implementasikebijakanmerupakan

suatu upaya untuk mencapaitujuan-tujuan tertentu dengan sarana-

saranatertentudandalam urutanwaktutertentu.

Proses implementasikebijakan pemerintah baru dapatdimulai

apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-

program telahdibuat,dandanatelahdialokasikanuntukpencapaian

tujuan kebijakan tersebut.Dengan kata lain implementasikebijakan

pemerintah dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau

pelaksanaansuatukebijakanyangtelahditetapkandenganpenggunaan

saranauntukmencapaitujuankebijakanpemerintahitusendiri.19

Kegiataniniterletakdiantaraperumusankebijakandanevaluasi

kebijakan.Implementasikebijakanmengandunglogikatop-down,yakni

program-program mengikutisebuahsiklusantarlembagayangdimulai

darirancanganumum,penentuantujuan,pemilihanstrategi,pelaksanaan

dan implementasistrategi.20 Pihak pembuatkebijakan menafsirkan

alternatifyangmasihabstrakataumakromenjadialternatifyangbersifat

konkritataumikro.Sedangkanformulasikebijakanmengandunglogika

bottom up,yaitupendekatandariataskebawah,dimulaidariupayapihak

19
SholichinAbdulWahab,AnalisisKebijakan:dariFormulasikeImplementasiKebijaksanaan

Negara(Jakarta:BumiAksara2001),h.64-65.

20
Endang Sutisna Sulaeman,Pemberdayaan MasyarkatdiBidang Kesehatan,Teoridan

Implementasi(Yogyakarta:GadjahMadaUniversityPress,2012),h.19
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luarpemerintah yang membantu masyarakatdalam mengenaldan

mengidentifikasi permasalan yang penting dan relevan dengan

masyarakat.Prosesinidiawalidenganpemetaankebutuhanpublikatau

pengakomodasiantuntutanlingkunganlaludiikutidenganpencariandan

pemilihan alternatifcara pemecahannya,kemudian diusulkan untuk

ditetapkan.

b. FaktorYangMempengaruhiImplementasiKebijakanPemerintah

Berbagaipendekatandalam implementasikebijakan,baikterkait

denganimplementor,sumberdaya,lingkungan,metoda,permasalahan

dantingkatkemajemukanyangdihadapidimasyarakat.Sumberdaya

manusiasebagaiimplementormempunyaiperananyangpentingdalam

pengendalian implementasi kebijakan publik. Implementasi suatu

kebijakandipengaruhiolehbeberapafaktor.21

Implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III

dipengaruhiempatvariabel,yakni;(1)komunikasi,(2)sumberdaya,(3)

disposisidankemudian(4)strukturbirokrasi.Keempatvariabeltersebut

jugasalingberhubungansatusamalain.Pendapatyangdikemukakan

olehGeorgeCEdwardsIII,dapatdigambarkandalam baganberikut.:

Gambar1

FaktorYangMempengaruhiImplementasi

21Ibid,.h.89-90
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Sumber:AG.Subarsono,AnalisisKebijakanPublik:Konsep,Teoridan

Aplikasi,(Yogyakarta:PustakaPelajarGrup,2005)

(1)Komunikasi,halinimerupakan yang sangatpenting karena seorang

implemeterdenganmenguasaiinformasiyangcukup/banyak,makaakan

dapatmemperolehkemudahandalam pelaksanaanprogram.Misalnya

Aparatpemerintah sebagaiimplementerdengan menguasaiinformasi

tentang program pembangunan pedesaan utamanya mengenaiteknis

perencanaannyamakadalam pelaksanaanpembangunantersebutdapat

berjalanlancarsesuaidenganapayangdirencanakansebelumnya.

(2)Sumberdaya (Resources),Sumberdaya inimeliputiempatkomponen

yaituStafyangcukup(jumlahdanmutu),Informasiyangmemadaidalam

memberikaninformasipenjelasanpadasasaranprogram,Kewenangan

(Authority)yangcukupgunamelaksanakantugasdantanggungjawab,

serta Fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam

pelaksanaanprogram.

(3)Disposisiyaitu sikap dan komitmen dariaparatpemerintah dalam
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pelaksanaanprogram,dengansemangatyangtinggidansikap/mental

yangbaiksesuidenganproseduratauaturanyangberlaku,makaprogram

akanberjalansebagaimanamestinya.

(4)Strukturbirokrasiyaitu penanganan program sesuaidengan standard

operating procedures(SOP)dengan koordinasiyang baikdarisemua

pihak yang terlibat. misalnya pemerintah,dengan aparatnya serta

masyarakat.

2.JaminanKesehatanSosial

Konseptualjaminansosialberbedadenganproteksisosial. Jaminan

sosialmerupakan bagian dariproteksisosial.Jaminan sosiallebih

menitikberatkandalam hubungankerja,sementaraproteksisosiallebihluas

yangmencakupseluruhdimensisosialekonomiperlindunganwargamulai

darilahirhinggameninggaldunia.22JaminanKesehatanNasional(JKN)yang

dikembangkandiIndonesiamerupakanbagiandariSistem JaminanSosial

Nasional(SJSN).Sistem JaminanSosialNasionalinidiselenggarakanmelalui

mekanisme AsuransiKesehatan Sosialyang bersifatwajib (mandatory)

berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia

terlindungidalam sistem asuransi,sehingga mereka dapat memenuhi

kebutuhandasarkesehatanmasyarakatyanglayak.23

Sistem JaminanSosialNasionalbertujuanuntukmemberikanjaminan

terpenuhinyakebutuhandasarhidupbagisetiappesertadanatauanggota

22
BambangRustanto,2014,Sistem PerlindunganSosialdiIndonesia,(BandungSTKSPress

2014.),h.4.

23
KenMenkesRI,2014,Undang-UndangNo40tahun2004tentangSistem JaminanSosial

Nasional(diaksespada10Desember2021)
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keluarganya.Utamanyaadalahsebuahbidangdarikesejahteraansosialyang

memperhatikanperlindungansocial,atauperlindunganterhadapkondisiyang

diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan dan

pengangguran.24

ImplementasiSJSN,PemerintahmembentukduaBadanPenyelenggara

JaminanSosial(BPJS)yaituBPJSKesehatandanBPJSKetenagakerjaan.BPJS

Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.UU SJSN

menyatakanbahwa4(empat)BUMN dibidangasuransiyaituPTJamsostek

(Persero),PTTaspen(Persero),PTAsabri(Persero),danberdasarkanUUBPJS,

PT Askes (Persero) ditransformasikan menjadiBPJS.Program jaminan

kesehatanyangdiselenggarakanolehKementerianKesehatan,Kementerian

Pertahanan,Tentara NasionalIndonesia,Kepolisian RepublikIndonesia,PT

Jamsostek(Persero),danPTAskes(Persero)akandiambilaliholehBPJS

Kesehatan.

Kepersertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasionaldijelaskan

dalam PeraturanPresidenNo.12Tahun2013tentangJaminanKesehatanyang

kemudiandilakukanperbaikanpenjelasandalam PeraturanPresidenNomor

111 tahun 2013.Kepersertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan

mencakup seluruh penduduk Indonesia.Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Nasionaldilakukansecarabertahap,yaitutahappertamamulai1Januari2014

hinggamencakupseluruhpendudukIndonesiapalinglambat1Januari2019.

BeberapapenjelasanlainmengenaikepesertaanberdasarkanPerprestersebut

24 Pradika YeziAnggoro,ImplementasiRegulasiJaminan SosialTerhadap Pelayanan
KesehatanbagiWargaMiskindiKotaSemarang(Semarang:Program StudiIlmuHukum,Fakultas
Hukum,UniversitasNegeriSemarang,2013).h.78.
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antaralainadalah:25

a.Peserta

Pesertaadalahsetiaporang,termasukorangasingyangbekerjapaling

singkat6(enam)bulandiIndonesia,yangtelahmembayarIuran.

b.Pekerja

Pekerjaadalahsetiaporangyangbekerjadenganmenerimagaji,upah,atau

imbalandalam bentuklain.

c. PemberiKerja

Pemberikerjaadalahorangperseorangan,pengusaha,badanhukum,atau

badanlainnyayangmempekerjakantenagakerja,ataupenyelenggaranegara

yangmempekerjakanpegawainegeridenganmembayargaji,upah,atau

imbalandalam bentuklainnya.Pesertayangmengikutiprogram JKNterbagi

dalam duagolonganyaitu:

1.PesertaPenerimaBantuanIuran(PBI)JaminanKesehatanmeliputi

orangyangtergolongfakirmiskindanorangtidakmampu.

2.PesertabukanPBIadalahPesertayangtidaktergolongfakirmiskindan

orangtidakmampuyangterdiriatas:

a)PekerjaPenerimaUpahdananggotakeluarganya,yaitu:

1) PegawaiNegeriSipil

2) AnggotaTNI

3) AnggotaPolri

4) PejabatNegara

25
KenMenkesRI,2014,Undang-UndangNo40tahun2004tentangSistem JaminanSosial

Nasional(diaksespada10Desember2021)
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5) PegawaiPemerintahNonPegawaiNegeri

6) PegawaiSwasta;dan

7) Pekerjayangtidaktermasukangka1sampaidenganangka7

yangmenerimaUpah.

b)PekerjaBukanPenerimaUpahdananggotakeluarganya,yaitu:

1) PekerjadiluarhubungankerjaatauPekerjamandiridan

2) Pekerjayangtidaktermasukhurufayangbukanpenerima

Upah.

3) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,

termasuk warga negara asing yang bekerja diIndonesia

palingsingkat6(enam)bulan.

c)BukanPekerjadananggotakeluarganyaterdiriatas:

1) Investor

2) PemberiKerja

3) PenerimaPensiun

4) Veteran

5) PerintisKemerdekaan

6) BukanPekerjayangtidaktermasukangka1sampaidengan

angka6yangmampumembayarIuran.

d)Penerimapensiunterdiriatas:

1) PegawaiNegeriSipilyangberhentidenganhakpensiun

2) AnggotaTNIdanAnggotaPolriyangberhentidenganhak

pensiun

3) PejabatNegarayangberhentidenganhakpensiun

4) PenerimaPensiunselainhurufa,hurufb,danhurufc



24

5) Janda,duda,atauanakyatim piatudaripenerimapensiun

sebagaimanadimaksudpadahurufasampaidenganhurufd

yangmendapathakpensiun.

e)Anggotakeluargabagipekerjapenerimaupahmeliputi:

1) IstriatausuamiyangsahdariPeserta;dan

2) Anakkandung,anaktiridan/atauanakangkatyangsahdari

Peserta,dengankriteria:tidakataubelum pernahmenikah

atautidakmempunyaipenghasilansendiri;dan

3) Belum berusia21(duapuluhsatu)tahunataubelum berusia

25 (duapuluh lima) tahun yang masih melanjutkan

pendidikanformal.

4) Sedangkan Peserta bukan PBI JKN dapat juga

mengikutsertakananggotakeluargayanglain.

f) WNIdiLuarNegeri.JaminankesehatanbagipekerjaWNIyang

bekerja diluar negeridiatur dengan ketentuan peraturan

perundang-undangantersendiri.

Faktanya,banyakmasyarakatyanggagalmenikmatimanfaatJaminan

Kesejahteraan Sosialakibattidakmengetahuikebijakan dan fungsiserta

cakupan pelayanannya.Halinilah yang menjadikecemasan pemerintah,

dimanamasyarakatcenderungtidakmautahuakanprodukbantuanyang

diberikan,namunhanyamenuntutmanfaatnyasaja.

BPJS Kesehatan mulaidiberlakukan sejak1 Januari2014 sebagai

badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan bantuan jaminan

sosialdalam bidang kesehatan.Darisegistruktur perusahaan,BPJS

KesehatanmerupakanbagiandariASKES,dimanafungsinyaadalahmelayani
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bantuansosialkesehatanlayaknyaasuransikesehatandaripemerintah.26

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor111 Tahun 2013 tentang

jaminankesehatan,jenisiuranataupremiyangwajibdibayardalam BPJS

Kesehatanterbagimenjaditigajenis,yaitu:

1. IuranJaminanKesehatanuntukpendudukmiskindantidakmampuyang

didaftarkan oleh Pemerintah daerah dengan dibayaroleh Pemerintah

Daerah.

2. IuranJaminanKesehatanuntukPekerjaPenerimaUpah(PNS,Anggota

TNIatauPOLRI,pejabatnegara,sertapegawaipemerintahnonpegawai

negeridanpegawaiswastadengandibayarolehpemberikerjadanpekerja,

sebesar5% darigajiatauupahperbulandenganketentuansebesar3%

dibayarolehPemberiKerjadan2%dibayarolehPeserta.

3. IuranJaminanKesehatanuntukPekerjaBukanPenerimaUpah(pekerjadi

luarhubungankerjaataupekerjamandiri)danPesertaBukanPekerja

(investor,perusahaan,penerimapensiun,veteran,perintiskemerdekaan,

janda,duda,anakyatim piatudariveteranatauperintiskemerdekaan)

dengandibayarolehpesertayangbersangkutan,danbesaraniuransesuai

dengan kemampuan dan kebutuhannya dan untuk saat inisudah

ditetapkanbahwa:

a. IuranRp35.000denganmanfaatpelayanandiruangperawatan

kelasIII

b. IuranRp100.000denganmanfaatpelayanandiruangperawatan

26NoraEkaPutri,EfektivitasPenerapanJaminanKesehatanNasionalMelaluiBpjsDalam
PelayananKesehatanMasyarakatMiskinDiKotaPadang(ProdiIlmuAdministrasiNegaraFakultas
IlmuSosialUniversitasNegeriPadang,2014).h.78
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kelasII

c. IuranRp150.000denganmanfaatpelayanandiruangperawatan

kelasI

JKNmerupakansebuahbentukjaminansosialdaripemerintahuntuk

masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem asuransi.Perihal

jaminankesehataninisudahtercantum dalam UU No40tahun2004

mengenaiSistem JaminanSosialNasional(SJSN).SJSNmengandung5

komponen,yakni:Jaminan Kesehatan Nasional,Jaminan Kecelakaan

Kerja,JaminanHariTua,JaminanPensiun,JaminanKematian.

Awalnya,JKN diberikansecaraberagam kepadabeberapakalangan

masyarakat sesuaistatus kepegawaian atau kondisikeuangannya.

Adapun beberapa contoh JKN pada masa lalu adalah:ASKES:bagi

pegawai negeri dan tentara, JAMSOSTEK: bagi pegawai swasta,

JAMKESMAS atau JAMKESDA bagimasyarakattidak mampu (wajib

menyerahkansuratketerangantidakmampudarikelurahansetempat).

DanaJKN sangatlahbesardancenderungmudahdisalahgunakan,

olehkarenaituterdapatbadanyangbertugasmengawasipemanfaatan

danatersebut,yaitusebagaiberikut:

1. SecaraInternal,dilakukanolehdewanpengawassatuanpengawas

internal

2. Secara Eksternal,dilakukan oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial

Nasional)danlembagapengawasindependen

3.Perbedaan BPJS Kesehatan,Jamkesda,Jamkesmas,JKN,dan Kartu

IndonesiaSehat(KIS)
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JKN adalahprogram Jaminankesehatandanpenyelenggaranyaadalah

BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang memberikan jaminan

kesehatan,sosialdanekonomi.SedangkanKIS,JamkesmasdanJamkesda,

adalahwargakurangmampuyangsudahmendapatkanjaminankesehatan

yangdapatdikategorikansebagaiPesertaBPJSPenerimabantuaniuran)PBI

yangdiperuntukanuntukfakirmiskindanwargatidakmampu.DieraBPJSsaat

iniPesertayangsebelumnyaterdaftarsebagaipemegangKIS,danpesertayang

sudahterdaftarsebagaipesertaJAMKESMASdanJAMKESDAsemuanyaakan

dialihkanmenjadipesertaBPJSPBIdengankartuidentitasyaituKIS(Kartu

IndonesiaSehat),kepesertaaninikhususuntukfakirmiskindanwargakurang

mampudaniuranbulanannyaakandibayarolehpemerintah.JadiJika anda

saatiniadalahpemegangKartuKIS,JamkesdaataupunJamkesmas,sudah

secara otomatis terdaftar sebagaipeserta BPJS PBI dan masih bisa

menggunakan kartu anda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sama

halnyasepertiPesertaBPJSPBIkelasIIIyangiuranbulannayadibayarkanoleh

pemerintah.27

Jamkesmas(JaminanKesehatanMasyarakat)danJamkesda(Jaminan

KesehatanDaerah),sebenarnyasama-samaprogram jaminankesehatanyang

diperuntukanuntukfakirmiskinnamunruanglingkupnyaberbeda.Jamkesda

adalahprogram jaminanbantuanpembayaranbiayapelayanankesehatanyang

diberikanPemerintahDaerahKabupatenatauprovinsi,untukmenyasarwarga

fakirmiskinyangbelum memililikijamkesmas,sedangkanJamkesmasadalah

27
M Zuhad,ImplementasiKebijakanJaminanKesehatanMasyarakat(Jamkesmas)(StudiDi

PuskesmasKerongkongKecamatanSuralagaKabupatenLombokTimur)(thesis,Diajukankepada
Program PascasarjanaUIN SunanKalijagauntukMemenuhiSalahSatuSyaratgunaMemperoleh
GelarMagisterIlmuSainsYogyakarta,2014).h.67.
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program yang ruang lingkupnyalebih luasyang diperuntukan untukwarga

miskindiseluruhIndonesia.

Adanya Jamkesda karena tidak semua warga miskin terutama yang

tinggaldidaerah terjaring program Jamkesmas oleh karena itu untuk

mengatasi masalah tersebut diluncurkan program Jamkeda yang

diselenggarakanpemerintahdaerahsehinggaseluruhwargamiskinindonesia

bisamendapatkanjaminankesehatandaripemerintah.

KIS,JamkesmasdanJamkesdadiberikankepadapendudukmiskindan

tidakmampuyangmendapatkanbantuaniurandaripemerintah(PBI)untuk

menjadipeserta BPJS kesehatan.KIS diberikan kepada PMKS yang

mendapatkan bantuan iuran daripemerintah untuk menjadipeserta BPJS

keseahtan.JKNuntukorangyangmampu(pekerjadanbukanpekerja)dannon

PBI.JKN mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dengan indikasi

medis,baikpromotif,preventf,kuratifdanrehabilitatifkecualipenyakittertentu

karenaterkaitdenganprilaku(HIV/AIDS,pecandunarkoba).BPJS,JKNdanKIS,

perbedaanmendasarnyayaitu:

1. BPJS Kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang

menjalankanjaminansosialdibidangkesehatan.

2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan

kesehatanyangdiberikanolehBPJSKesehatan.

3. KartuIndonesiaSehat(KIS)merupakanpengembangankartukeanggotaan

BPJS Kesehatan yang disertaidengan beberapa perubahan seperti

tambahan cakupan layanan dan perluasan wilayah penggunaan,serta

beberapaperubahanlainnya



29

No Karakteristik BPJSKesehatan KartuIndonesiaSehat(KIS)

1 FungsiUtama Lembagaatau

badanpengelola

yangmenjalankan

jaminan sosialdi

bidangkesehatan

Pengembangankartu

keanggotaanBPJS

Kesehatandengan

penambahancakupan

Layanan

2 CakupanPelayanan Hanyadapat

digunakanuntuk

penggunayang

telah sakit

dan

membutuhkan

perawatan

Dapat digunakan untuk

segalaperawatankesehatan,

baik untuk pencegahan

maupun

pengobatan.

3 Sumber

Pendanaan

Premiyangharus

dibayarkansetiap

bulan

Subsidipemerintahmelalui

APBN

4 Wilayah

Penggunaan

Terbatas

(terbatas di

wilayahyang

didaftarkan)

Bebas(klinik,puskesmas,dan

rumahsakitmanapunyang

tersebardiseluruhIndonesia)

5 Biaya yang

harusdibayar

Ada(berupapremi

yangharusdibayar

setiapbulan)

Tidakada(seluruh

pembayaranditanggungoleh

pemerintah)
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6 Klasifikasi

Pengguna

PBI (masyarakat

tidak mampu)dan

non-PBI

(masyarakat

mampu)

Seluruh peserta jaminan

kesehatan (sementara

khusus untuk masyarakat

kurang

mampu)

7 Rencana

Pembanguna

n

– Dapatdigunakansecara

setaradanadilbagiseluruh

peserta

jaminankesehatan(PBIdan

non-PBI)

4. BPJSsebagaiImplementasiKebijakanPemerintah

Aspekpelayanankepadamasyarakatinimerupakansalahsatutugasdan

fungsiinstitusiPemerintahPusatmaupunDaerah.Sebagaimanadinyatakan

dalam Keputusan MenteriNegara Pendayagunaan AparaturNegara No.81

Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.Tata cara

pelayananumum,diselenggarakansecaramudah,lancar,cepat,tidakberbelit-

belitdan mudah dipahamiserta mudah dilaksanakan.Dalam memberikan

pelayanan,instansiPemerintah seharusnya juga berlandaskan pada sendi

keamanan,artinya proses serta hasilpelayanan umum yang diberikan

mengandungunsurkeamanandankenyamanansertakepastianhukum.

JaminanKesehatanadalahjaminanberupaperlindungankesehatanagar

pesertamemperolehmanfaatpemeliharaankesehatandanperlindungandalam

memenuhikebutuhandasarkesehatanyangdiberikankepadasetiaporang

yangtelahmembayariuranatauiurannyadibayarkanolehpemerintah.Badan
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PenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)KesehatanadalahBadanhukum yangdi

bentukuntukmenyelenggarakanprogram jaminankesehatan.

Dengandemikian,mudahdiketahuidandipahamiolehmasyarakatbaik

diminta maupun tidak diminta. Sendi berikutnya yaitu efisien, bahwa

persyaratan hanya dibatasipada halyang berkaitan langsung dengan

pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan

antarapersyaratandanprodukpelayananyangdiberikansertasejauhmungkin

instansiPemerintah Daerah dapatmencegah terjadinya penyelewengan,di

samping pemenuhan pelayanan,kelengkapan persyaratan diterapkan pula

prinsipekonomis,yaitupenggunaanbiayapelayananyangditetapkanharus

secarawajardenganmemperhatikannilaijasapelayanan,tidakmenuntutbiaya

tinggidiluarbataskewajaran,biayasesuaidengankondisidankemampuan

masyarakatdanuntukmembayarsecaraumum dansesuaidenganketentuan

peraturanper-Undang-Undanganyangberlaku.

Tidakkalahpentingnyaadalahprinsipkeadilanyangmeratayaitubahwa

pelayanan instansi Pemerintah harus diusahakan seluas mungkin dan

menjangkausegenaplapisanmasyarakatdengandistribusiyangmeratadan

perilakuyangadil.BadanPenyelenggaraJaminanSosial(BPJS)adalahbadan

hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi

menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk

Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat6 bulan di

indonesia.BPJSpadadasarnyamengembanmisinegarauntukmemenuhihak

setiaporangatasjaminansosialdenganmenyelenggarakanprogram jaminan

yang bertujuan untuk memberikepastian perlindungan dan kesejahteraan
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sosialbagiseluruhrakyatIndonesia.28

F. Hipotesis

Hipotesissementaradalam penelitianiniialahsemuamasyarkattermasuk

miskin yang menjadipeserta BPJS PBIsemakin mudah dalam mengakses

pelayanankesehatandanmendapatkanpelayanankesehatanyangbermutu.Namun

dalam halinimasih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar dan

mendapatkan kartu BPJS PBIpadahalsecara kriteria peserta tersebutpantas

mendapatkannya.Halinikarenabelum meratasistem sensuskependudukanyang

dilakukanolehpihakKeplingsetempat.

G.MetodePenelitian

Metodemerupakanpelaksanaansuatuaktivitasyanglogisuntukmemenuhi

tujuan tertentu menggunakan aturan tertentu.Metode penelitian merupakan

seperangkatpengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan ligis tentang

pencariandatayangberkenaandenganmasalahtertentuuntukdiolah,dianalisis,

diambilkesimpulandanselanjutnyadicarikancarapenyelesaiannya.29

1.PendekatanPenelitian

Penelitianinimerupakanpendekatanpenelitian yuridisempiris.Pendekatan

yuridisempirisiniadalahpendekatanhukum yangdilihatsebagainormaataudas

sollen. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum tentang

pemberlakuanataupunpenerapanhukum normativesecarainactionyangterjadi

dalam setiap peristiwa hukum ditengah-tengah masyarakat.30 Penelitian ini

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadidi

28
Ibid,.h.72.

29HamidPatilima,MetodePenelitianKualitatif(Bandung:Alfabeta,2013),h.1.
30AbdulkadirMuhammad,Hukum danPenelitianHukum (Bandung:CitraAdityaBakti,2004),

h.134.
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masyarakatdengan maksud mengetahuidan menemukan fakta dan data yang

diperlukan,setelah adanya data yang diperlukan kemudian menuju identifikasi

masalahyangpadaakhirnyamenujupenyelesaianmasalah.31

Pendekatanyuridisempirisyangdimaksudkandisiniadalahpenelitiandengan

menganalisispermasalahanyangtelahdirumuskandenganperpaduanbahan-bahan

hukum baikprimer,sekunder,maupuntersierdengandataprimeryangdiperolehdi

lapanganyaknimengenaiImplemntasiJaminanKesehatanMasyarakatMiskindi

KecamatanKabanjaheKabupatenTanahKaroSumateraUtaradiTinjaudariFiqh

Siyasah.

Penelitianinibersifatdeskriptifanalisis,yaknipenelitianyangmemilikitujuan

untukmendeskripsikandanmenganalisismengenaisubjekyangditeliti.32Deskripsi

adalahmetodeyangbertumpupadapencarianfakta-faktadenganinterpretasiyang

tepatsehinggagambarandanpembahasanmenjadijelasdangambling,sedangkan

analisisadalahcarauntukmenguraikandanmenganalisisdatadengancermat,tepat,

danterarah.

2.LokasidanWaktuPenelitian

PenelitianinidilakukandiKecamatanKabanjahe,KabupatenTanahKaro.

LokasipenelitianyangsudahpenelititentukanadalahpadaKelurahanPadangMas

KecamatanKabanjahe.

3.InstrumenPengumpulanData

Pengumpulandatadalam penelitianinidiperolehdaridataprimerdandata

sekunder:

31BambangWaluyo,PenelitianHukum Dalam Praktek(Jakarta:SinarGrafika,2002),h.15
32M.Nasir,MetodePenelitianHukum (Jakarta:SinarGrafika,1988),h.63.
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a.Data Primer,yaknisumberdata utama yang diambildariinformasi

penelitianlapanganataudidapatdarisumberaslinyayangdilakukam

denganmelaksanakankelokasipenelitiansecaralangsungdengancara

wawancara dan UUD 1945,UUD No 24 tahun 2001 tentang badan

penyelenggarajaminansocial(BPJS),PeraturanPemerintahUUNo40

Tahun2004TentangSisteem JaminanSosialNssional33

b.Data sekundermerupakan data-data yang diperoleh melaluisumber

tertulisataupublikasitentanghukum sepertibuku,disertasi,makalah,

majalahilmiah,jurnal,skripsidanperaturanperundangundangan.

4.TeknikPengumpulanData

Caraataupunmetodedalam pengumpulandatadalam penelitianiniadalah

sebagaiberikut:

a.Observasi,yaknilangkahpermulaanatauawalyangdilaksanakansebelum

penelitimencarilebihdalam mengenaibahanyangharusdidapatkanuntuk

mendukungsuatupenelitian.

b.Wawancara,adalahsuatuteknikmemperolehdatadengancaramenanyai

secaralangsunginformanyangsudahditentukanolehpeneliti,informan

yangtelahdipilihiniadalahpihakyangmemilikiwewenangterhadapsuatu

permasalahandandilakukansecaralangsung.

c.Dokumentasi,digunakanuntukmengumpulkandataberupadatatertulis

yangmengandungketerangandanpenjelasansertapemikirantentang

suatufenomenayangmasihaktuldansesuaidenganmasalahpenelitian.

33Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdanR&D(Bandung:Alfabetha,2012),h.
59-60.
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6.AnalisisData

Dalam penelitian kualitatif,analisis data dilakukan sejak awaldan

sepanjang proses penelitian berlangsung.Teknik analisis data dalam

penelitianinimenggunakantriangulasi,dengansumber,menggalikebenaran

informaitertentumelaluiberbagaimetodedansumberperolehandata,akan

menghasilkan buktiatau data yang berbeda,yang selanjutnya akan

memberikanpandangan(insights)yangberbedapulamengenaifenomena

yangditeliti,dengantigaproseduryaitu:34

a.Reduksidata

Penelitimelakukan proses pemilihan,memusatkan perhatian

padapenyederhanaan,pengabstrakan,dantransformasidatakasaryang

munculdaricatatan-catatantertulisdilapangan,direduksi,dirangkum,

difokuskanpadahal-halyangpentingdalam artisesuaidenganfokus

penelitian,kemudiandicaritemaataupolanya.Reduksidatadilakukan

selamaprosespenelitianberlangsung.Selanjutnyamembuatringkasan,

mengkode,menelusurtema,membuatgugus-gugus,menulis memo

Penyajiandata.

b.Penyajiandata

Penyajiandataadalahpenyampaianinformasiberdasarkandata

yang diperoleh dilapangan sesuaidengan fokus penelitian untuk

disusunsecarabaik,runtutsehinggamudahdilihat,dibacadandipahami

tentangsuatukejadiandantindakanatauperistiwayangterkaitdengan

tipekepemimpinandalam bentukteksnaratif.

34LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif(Bandung:RemajaRosdakarya,2009)h.
330
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c.Menariksimpulan

Berdasarkandata-datayangdiperolehdariberbagaisumberdatadi

lapangan,penelitimengambilsimpulanyangmasihbersifattentatif.

Akan tetapi,dengan bertambahnya data melaluiproses verifikasi

secaraterusmenerus,makaakandiperolehsimpulanyangbersifat

dasar.Simpulanyangdiperolehmelaluianalisisdatatersebutdijadikan

pedomanuntukmenyusunrekomendasidanimplikasi.

H.SistematikaPembahasan

Penyusunanskripsiini,penulisandibagimenjadibeberapabab,beberapasub-

subDalam bab,padasub-subbabnyaadahubungannyadenganbabtersebut,

adapunlengkapnyaadalahsebagaiberikut:

Babpertamapendahuluanyangdidalamnyameliputilatarbelakangmasalah,

rumusanmasalah,tujuandanmanfaatpenelitian,kajianpustaka,kerangkateoretik,

metodepenelitian,dansistematikapembahasan.

Bab kedua terbagidalam sub bab gambaran umum obyekpenelitian dan

pembahasandarianalisispenelitianyangdilakukan,dalam halinimenyangkut

kebijakanpemerintahBPJSKesehatanuntukmasyarakatmiskin.

Babketigapenafsirandariteoridanmetodepenelitiandenganpembahasan

padaapayangtelahditelitiberdasarpenyajiandatalapangan,menyangkutfaktor

pelaksanaan BPJS Kesehatan diwilayah Kelurahan Padang Mas Kecamatan

Kabanjahe,KabupatenTanahKaro.

Babkeempatmerupakanpenutupyangberisikesimpulan,yangmerupakan

hasilterakhirpenelitian,jugaSaran-saranpenulis,sampaihasilyangdicapai.
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